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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  
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ABSTRAK

ASPEK HUKUM  TINDAK  PIDANA PENIPUAN  ARISAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 

TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI 

DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Novi Handayani
(235114224)

Kasus penipuan yang terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah saja. Salah satu bentuk penipuan adalah  tindak pidana penipuan arisan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku  tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa  pengaturan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1)   dan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sebagai Undang-undang yang bersifat khusus, Undang-Undang ITE menjadi pedoman dan dasar hukum bagi anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitas di dunia online. Undang-Undang ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk memudahkan penyelesaian suatu perkara terkait dengan penipuan arisan online.  Perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat melalui pelaporan ke pihak berwenang, seperti kepolisian, dan menggunakan jalur perdata untuk menuntut ganti rugi. Pelaku arisan online yang tidak memenuhi janji dapat dikenakan sanksi pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan/atau penipuan (Pasal 378 KUHP), serta ketentuan dalam Undang-Undang ITE karena menggunakan media elektronik. Korban berhak mendapatkan pemulihan kerugian melalui restitusi atau kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku  tindak pidana penipuan dengan modus arisan online diancam  dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu  dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan Undang-Undang ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan

Kata Kunci: Aspek Hukum, Penipuan, Arisan Online. 
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ABSTRACT

Recent fraud cases have become increasingly concerning. One form of fraud is
arisan fraud, The research questions in this research are how fo regulaie online
fraud from the perspective of Law Number 1 of 2024 concerning Information and
Electronic Transactions, how to protect arisan members from fraud using online
arisan, and how 1o enforce the law againsi perpetrators of fraud using online
arisan. This research is descriptive in nature, using a normative juridical
approach, and analyzing the data qualitatively. Based on the research results, it is
known that the legal provisions for online fraud crimes in the perspective of Law
Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions are
regulated in Article 28 paragraph (1) and are generally regulated in Article 378
of the Criminal Code. As a special law, the ITE Law serves as a guideline and
legal basis for members of the public in carrying out activities in the online world.
The ITE; Law also has links o several articles regulated in the Criminal Code
which aim o facilitate the resolution of cases related to online arisan fraud. Legal
protection for arisan members from criminal acts of fraud using the online arisan
method can be through reporting to the authorities, such as the police. and using
civil channels 1o claim compensation. Online arisan perpetrators who do not
Julfill their promises can be subject to criminal sanctions for embezzlement
(Article 372 of the Criminal Code) and/or fraud (Article 378 of the Criminal
Code), as well as provisions in the ITE Law for using electronic media. Victims
have the right to recover losses through restitution or compensation, medical
services, and legal assistance. Law enforcement against perpetrators of
fraudulent online savings and credit schemes is punishable by Article 28
paragraph (1) of the ITE Law, which carries a maximum prison sentence of six
years andlor a maximum fine of IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah) in
ace ith the provisions of Article 454 paragraph (1) of the ITE Law.
. g






DAFTAR ISI

                                                                                                                         Halaman

KATA PENGANTAR

i

ABSTRAK

iii

ABSTRACT

iv

DAFTAR ISI.

v

BAB    I     :  PENDAHULUAN

1

Latar Belakang Masalah

1

Perumusan Masalah

5

Tujuan Penelitian

5

Manfaat Penelitian

6

BAB   II     : TINJAUAN PUSTAKA

7

Perlindungan Hukum

7

Tindak Pidana Penipuan

10

Arisan Online

26
BAB   III    :  METODE PENELITIAN

31

Sifat Penelitian

31

Jenis Penelitian

31

Sumber Data

31

Teknik Pengumpulan Data

32

Analisis Data

32

BAB   IV    :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

33

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis 

Online   Dalam  Perspektif Undang-Undang Nomor 1 

Tahun   2024  Tentang    Informasi   Dan    Transaksi 

Elektronik

33
Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Arisan Dari

Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online

44
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku  Tindak Pidana 

Penipuan Dengan Modus Arisan Online

56
BAB   V     :  KESIMPULAN DAN SARAN

68

Kesimpulan  

68

Saran

69

DAFTAR PUSTAKA.
BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah 

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula.
 Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. 

Angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku. 

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan.
 Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.
Kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penipuan. Penipuan  merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.
Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.
 Penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain, maka dari itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 KUHP, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidah digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.

Salah satu tindak pidana penipuan adalah dengan modus arisan online.  Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok, di mana anggotanya mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama dalam tiap periode waktu tertentu, tergantung pada kesepakatan kelompok. Kegiatan arisan dimanfaatkan sebagai alat untuk mempererat persaudaraan dan sebagai sarana membantu ekonomi para anggota. Arisan dapat berupa arisan uang, arisan barang, atau arisan logam mulia, dan memiliki berbagai fungsi, termasuk sebagai metode menabung dan memperoleh barang atau uang secara bergantian.
Arisan online/daring ialah kegiatan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok, di mana anggotanya mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama dalam tiap periode waktu tertentu, yang dilakukan atau dimainkan di dunia maya dengan menggunakan media sosial sebagai perantara. Dari kegiatan arisan ini, maka akan muncul pula dan kewajiban bagi masing-masing orang yang tergabung dalam arisan tersebut. Dulu, kegiatan arisan dilakukan secara bertemu langsung face to face untuk melakukan kegiatan arisan tersebut sebagai suatu wujud dari pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Akan tetapi dengan adanya perkembangan zaman arisan dapat dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial seabagai perantara dalam melaksanakan arisan tersebut).

Pengeloaan arisan online yang berpotensi memicu kejadian kriminal dipermudah anggota dengan sistem arisan. Kesempatan ini tersedia sebagai hasil dari pemilik arisan online, yang mengawasi anggota secara langsung. Jika orang yang bertanggung jawab atas pertemuan virtual berharap menghasilkan uang darinya. Ada juga kemungkinan besar penipuan dan penggelapan saat menggunakan arisan online.

Penipuan arisan online merupakan jenis tindak pidana berbasis online, penipuan secara online adalah suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Penipuan online mengakibatkan adanya korban yang mengalami kerugian, sehingga kasus penipuan tersebut telah diatur dalam KUHP dan UU ITE. 

Tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana penipuan online pasal 28 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian  konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Kejahatan lainnya yang masuk dalam kategori ini mecakup kegiatan criminal yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Bukti kejahatan yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE berupa data elektronik yang berupa suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran, data elektronik, telegram, teleks, telekopi, atau komunikasi semacam itu, surat, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diproses dan mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat menguraikannya, semuanya dianggap berdasarkan informasi elektronik, yaitu perbuatan yang dilakukan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya disebut dengan transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian  di  atas,  maka   dipilih judul skripsi tentang  "Aspek Hukum  Tindak  Pidana Penipuan  Arisan Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik".
Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ?

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku  tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Untuk  mengetahui perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.

Untuk  mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku  tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.

Manfaat  Penelitian

Manfaat  penelitian dalam penulisan skripsi ini  adalah sebagai berikut : 

Secara teoritis skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.

Secara praktis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai aturan tentang perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori ini meliputi adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum. “Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya”.

Perlindungan hukum berfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. 
 Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan”.
 Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, dan perlindungan hukum yang resepsif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa melalui institusi yang ada.

Setiono menyatakan bahwa “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”
 Muchsin menyatakan bahwa “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu “kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individual”.
 Bila dikaitkan  dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka tiga macam kepentingan tersebut saling bersinggungan satu sama lain.

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :

Perlindungan yang bersifat preventif. 

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. 

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas freies ermessen, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi “menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi”.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. “Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut”.

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. “Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban”.
 

Tindak Pidana Penipuan 

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.
 Hukum pidana materiil (substantive criminal-law) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (criminal act) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (criminal liability atau criminal responsibility). 

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum  pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.

Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. 

Adami Chazawi menyebutkan hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);

Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan

Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/ menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pda kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.
 Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. 
Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah Strafbaar Feit. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. 

Istilah het strafbare feit telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.

Peristiwa pidana

Perbuatan pidana

Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau strafbaar feit. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan strafbaar feit (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang  bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

Perbuatan yang dilarang;

Orang yang melakukan perbuatan  yang dilarang itu; dan

Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.
 Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau  diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.

Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.

Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. 
Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Melawan hukum

Merugikan masyarakat

Dilarang oleh aturan pidana

Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat  menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan  masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang  berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa  pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan mens rea.  Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran  orang itu jahat. 

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. 

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.
 Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.
Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling larna 4 (empat) tahun.

Berdasar Pasal 378 KUHP di atas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa : 

Unsur subyektif delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau arang lain secara melawan hukum; 
Unsur obyektif delik yang terdiri atas: 
Unsur barang siapa; 
Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang; 
Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/ rangkaian kebohongan.
Seseorang untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, maka hakim harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna willen en witens (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
Menghendaki atau setidaknya 'mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
Mengetahui/menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara pelaku dengan korban penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini hanya karena telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu/bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:

Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.

Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk geprivilegeerd delict atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.

Pasal 379 (a) KUHP merupakan pokok yang disebut penarikan botol (fleesentrekkerij) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari (fleddentrekkerij) adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan. 

Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-oramg tertentu.

Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransuransian.

Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggujawabkan.

Pasal 282 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau oneerlijke mededinging.

Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.

Pasal 383 KUHP mengetahui penipuan dalam penjalan beberapa salinan (copy) kognosement.
Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga berasmara. Internet mengubah konsep jarak waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilo meter dari tempat di mana ia berada hanya dengan menekan tuts-tuts keyboard dan mouse komputer yang ada di hadapannya. Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.

Dalam konteks penipuan, ada beberapa jenis penipuan yang melibatkan internet sebagai sarana utama, jenis penipuan tersebut antara lain :

Phishing 
Dengan adanya pesan e-mail penipuan dari perusahaan yang sah (misalnya, universitas, penyedia layanan internet, bank). Cara kerja dari penipuan ini yaitu para pelaku mengarahkan para korbannya ke situs web palsu, kemudian para pelaku meminta informasi pribadi dari korban yang kemudian digunakan sebagai pencurian identitas. Tentunya para korban akan sangat dirugikan karena jika identitas korban telah dimiliki oleh para pelaku, mereka dengan mudah dapat menggunakan identitas itu untuk hal-hal yang menguntungkan bagi mereka. Jenis penipuan ini sangat marak terjadi hal ini dikarenakan phishing dilakukan dengan mendistribusikan e-mail yang berisi pesan tentang alamat pengrim, mekanisme kerja, dan nama suatu perusahaan. Sehingga para korban akan terkecoh karena mengganggap bahwa mereka berhubungan langsung dengan pihak yang terkait. Perbuatan ini merugikan banyak orang, karena akan menyebabkan penipuan uang, pencurian uang, dan aktivitas curang lainnya melalui media internet.
Pagejacking

Pagejacking atau moustrapping adalah praktek yang dilakukan oleh penyedia jasa internet (internet service provider/ISP) dengan menggunakan program tertentu agar pengguna secara otomatis terarah atau memasuki situs web tertentu yang sudah direncanakan pelaku. Setelah para pengguna memasuki halaman web yang diinginkan, para pengguna akan mengalami kesulitan untuk keluar dari web tersebut. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Internet Service Provider/ISP. Kondisi penggunaan internet dengan waktu yang lama akan mengeluarkan biaya dari pengguna yang kemudian secara otomatis menjadi keuntungan bagi ISP. Selain itu, perbuatan ini juga dapat berupa pemunculan situs-situs tertentu dalam layar komputer tanpa diakses oleh pengguna. Hal ini kemudian akan menambah waktu penggunaan internet oleh pengguna sehingga ISP Kembali  diuntungkan lewat biaya penggunaan layanan internet oleh pengguna. Penipuan dengan jenis ini kerap kali tidak disadari oleh para pengguna internet. Mungkin bagi kaum awam pengguna internet, jenis penipuan seperti ini merupakan hal yang wajar terjadi. Namun tanpa disadari, dengan teknik menggulur waktu oleh internet service provider/ISP tanpa disadari telah merugikan kita sebagai pengguna lewat biaya penggunaan internet yang bertambah seiring waktu kita mengakses internet lebih lama dari biasanya. 

Cibersquatting 

Cibersquatting adalah pendaftaran nama domein seseorang atau perusahaan tertentu secara melawan hukum ke Network Solution, lembaga resmi pengelola register nama domein di seluruh dunia, di New York. Penipuan dengan jenis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara menjual nama  domein ini kepada orang yang mau membeli nama domein yang sebenarnya telah terdaftar tadi. Sehingga para pembeli akan tertipu, karena domein yang dibeli sebenarnya telah terdaftar di Network Solution. Selanjutnya akan menimbulkan masalah bagi pembeli ketika ada klaim dari pemilik domein yang sebenarnya. Pada perkembangannya ternyata banyak pihak yang memperebutkan keberadaan domein yang lebih intuitif dengan nama perusahaan, yang bisa jadi karena faktor historis dan sebagainnya.

Typosquatting 

Typosquatting adalah penjiplakan situs yang dapat menyesatkan pengguna internet. Jenis penipuan seperti ini adalah jenis penipuan yang biasa terjadi bagi pengguna internet banking. Para pengguna fasilitas ini kemudian dibiarkan membuka situs yang sama seperti situs resmi yang ada akan tetapi tanpa disadari para pengguna telah salah memasuki situs. Kemudian para pelaku mencuri identitas dari para pengguna. Sebagian besar yang dicuri oleh para pelaku yakni informasi mengenai pin ATM korban yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uang. Aktivitas seperti ini terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2001 oleh pelaku yang berasal dari bandung terhadap situs www.klikbca.com ke situs www.klikbaca.com; www.kilkbaca.com; www.clikbaca.com; www.clikbca.com; www.klikbac.com. Dari situs-situs tersebut pelaku mendapat keuntungan dengan jumlah yang besar karena mengingat bahwa situs yang dijiplak merupakan situs sebuah bank terkenal. 

Carding 

Carding adalah memalsu dan menggunakan kartu kredit milik pihak lain secara tidak sah untuk berbelana online demi keuntungan pelaku. Para pelaku yang berhasil mengetahui informasi kartu kredit korban berupa pin kemudian menggunakan kartu kredit korban tanpa diketahui oleh korban. Tindak penipuan seperti ini sangat marak terjadi di kalangan pengguna awam kartu kredit.

Phreaking 

Phreaking adalah menggunakan internet protocol (IP) pihak lain secara tidak sah baik untuk kepentingan aktivitas kriminal maupun untuk kepentingan aktivitas nonkriminal. Pada kasus seperti ini para pelaku memanfaatkan IP pihak lain untuk melakukan kepentingannya di dunia internet sehingga pelaku terbebas dari biaya oleh pengelolah internet juga dengan leluasa melaksanakan kepentingannya tanpa ada yang mengetahui si pelaku karena menggunakan IP pihal lain. Jenis-jenis penipuan melalui media internet yang telah dipaparkan di atas adalah jenis penipuan yang sering terjadi saat ini. Para pengguna awam fasilitas modern menjadi sasaran empuk para pelaku penipuan melalui media internet. “Sudah menjadi jelas bahwa kejahatan internet ini meskipun kelihatannya cukup canggih tetapi semakin lama semakin kelihatan dapat dilakukan banyak orang seirama dengan semakin memasyarakatnya penggunaan internet di manapun di dunia ini.”

Penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan penipuan dalam KUHP. Dalam UU ITE mengatur  tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. 

Pasal 28 ayat (1) yang mengatur mengenai tindak pidana berita bohong yang menyangkut kerugian konsumen yang secara garis besar berisi mengenai seseorang yang dimana sengaja dan tidak mempunyai hak untuk menyebarkan berita bohong bahkan menyesatkan dan bisa mengakibatkan kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan Illegal Contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa Computer Related Fraud. Illegal contents adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dan Computer Related Fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual-beli online. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.

Unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu :

Unsur obyektif : 

Perbuatan menyebarkan 

Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan

Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik 

Unsur subyektif : 

Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik 

Melawan hukum tanpa hak 

Arisan Online 
Pengertian arisan dalam beberapa kamus adalah kegiatan pengumpulan uang yang ditarik dengan cara diundi atau bergiliran.
 Arisan diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya dan undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota arisan mendapatkannya

Seiring perkembangan zaman banyak jenis-jenis arisan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu arisan uang maupun arisan barang dengan sistem dan cara yang berbeda. Arisan online berasal dari kata arisan dan online yang memiliki arti sebagai saat seseorang terhubung dengan internet atau dunia maya

Arisan online merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial. Arisan online dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain.

Pelaksanaan  arisan online ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya. Arisan online ini sangat banyak diminati dikalangan usia. Penentuan siapa yang akan menjadi penerima tarikan dilakukan pengundian secara online menggunakan website atau aplikasi yang tersedia. Setiap transaksi yang dilakukan secara online ada pihak-pihak yang terlibat yaitu sebagai berikut:

Admin arisan yaitu orang yang mengatur dan mengelola jalannya arisan.  Admin arisan biasanya telah ditentukan di awal oleh hasil kesepakatan, atau admin arisan biasanya sebagai admin yang membuat arisan dengan mengumpulkan orang-orang serta menjadi pemegang kas arisan. Dalam kesepakatan tertentu admin biasanya mendapat bayaran (ongkos) sebagai jasanya mengelola arisan.

Anggota arisan adalah anggota yang ikut melakukan kesepakatan dari segala ketentuan pelaksanaan arisan yang tertuang dalam sebuah perjanjian baik lisan ataupun tulisan.

Bank merupakan pihak penghimpun dana para anggota arisan, tempat menyimpan uang dana arisan dan sarana tempat transaksi segala arisan Bank sebagai bukti arisan telah berjalan dibayar atau tidak, sehingga dalam arisan online, kaitannya dengan bank begitu erat.

Internet. Arisan online tidak akan terjadi jika tidak ada internet dan dengan internet himpunan orang-orang tersebut terjadi tanpa harus bertatap muka, bisa melalui platform pesan elektronik seperti, whatsapp,line, dan lain sebagainya.

Arisan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu, arisan uang, barang dan arisan spiritual. Berikut pengertian dari jenis-jenis arisan tersebut:

Arisan Uang, jenis arisan ini adalah berorientasi pada hasil uang pula. Arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan kisaran biaya yang dikumpulkan tergantung pada kelompok arisan yang mereka telah sepakati

Arisan Barang, jenis arisan ini pada tahap awal menggunakan uang sebagai modal untuk membelanjakan barang-barang yang akan dijadikan arisan. Jenis barang yang sering dijadikan arisan misalnya perlengkapan rumah tangga, handphone, atau barang-barang yang telah disepakati Bersama. 

Arisan Spiritual, dengan jenis model ini adalah hasil dari perkembangan modernisasi yang menggabungkan antara manfaat yang diperoleh oleh arisan dengan tujuan kegiatan yang berbau keagamaan. Sebagai salah satu contoh dalam komunitas umat Islam yakni arisan hewan qurban dan arisan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) atau ONH (Ongkos Naik Haji).

Dengan maraknya terjadi kegiatan arisan yang digemari oleh masyarakat umum terutama kaum hawa menjadikan berbagai bentuk jenis arisan sebagai sarana untuk kebersamaan, perkumpulan karena terdapat latar belakang yang sama seperti profesi dan hobi. Arisan juga dipercaya sebagai tempat investasi atau menabung, namun dengan unsur ekstrinsik mendapat pengaruh dari sesama peserta arisan. Salah satunya adalah Arisan Online. Jenis arisan ini berbeda dengan jenis arisan yang telah disebutkan. Jika ketiga jenis arisan diatas dilakukan dengan pertemuan sesama anggota arisan, maka arisan online berbeda. 

Arisan online dilakukan melalui platform media sosial dengan mengumpulkan uang atau barang sesuai tenggat waktu yang disepakati dan metode yang digunakan adalah nomor urut, bukan pengundian. Cara kerja dalam melakukan arisan online syarat yang dibuat ditentukan oleh penyelenggara arisan online yang disebut Owner arisan. Owner arisan memiliki hak penuh untuk mengelola dana arisan yang masuk dikarenakan ia selaku penyelenggara arisan online tersebut.

Metode yang dilakukan dengan arisan online menggunakan platform media sosial, entah untuk promosi dan juga sebagai akses komunikasi antara owner arisan dan anggota arisan tersebut. 

Proses ini hampir sama dengan akad qard yakni meminjam sebuah barang atau uang untuk dikembalikan pada tenggat waktu yang ditentukan yang akan dilakukan cara kerjanya melalui owner atau pemilik. Owner akan membuat sebuah grup dengan nominal uang yang telah disepakati dan juga nomor urut bagi anggota yang memperoleh arisan tersebut. Jika arisan sebelumnya setiap orang mengumpulkan uang dengan nominal yang sama maka arisan online menggunakan sistem yang berbeda.

Arisan online berupa daftar nomor yang akan diisi oleh nama-nama yang mendaftar pada arisan tersebut secara online dan tidak melakukan kontraksi secara langsung. Jika pada arisan sebelumnya penentuan dari mendapatkan arisan melalui undian yang bersifat rahasia, maka arisan online menggunakan sistem transparansi.

Para member dari arisan online akan memperoleh dana arisan tersebut berdasarkan nomor yang telah ia sepakati. Sebagai contoh, ada 12 daftar nomor dalam arisan online yang dibuat, setiap nomor adalah urutan para anggota arisan untuk mendapatkan dana arisan. Jika si A memilih angka 1 maka A akan memperoleh dana arisan pada putaran pertama dan yang membedakan kembali adalah urutan teratas pada daftar nomor akan cepat memperoleh putaran dana arisan namun dengan membayar secara berlebih dari nomor-nomor yang dibawah. Sedangkan nomor terbawah akan mendapatkan putaran terakhir dana arisan namun dengan akan memperoleh nominal yang banyak dibanding dana arisan yang diterima pada nomor pertama. Pada intinya, arisan online dijadikan lahan bisnis karena setiap anggota pada arisan online tersebut akan membayar biaya admin pada penyelenggara arisan. Biasanya, daftar teratas pada arisan online adalah mereka yang membutuhkan dana cepat sedangkan daftar terbawah pada arisan online adalah mereka yang ingin menginvestasikan dana yang dimilikinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.
 Dalam hal ini penulis akan menggambarkan tentang perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.

Jenis Penelitian.

Jenis penelitian  yang dipergunakan adalah dengan metode yuridis normatif s. Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan.
.

Ssumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bukan langsung dari responden. Data sekunder terdiri dari:

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHP.

Bahan hukum sekunder yakni bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku, majalah, brosur, hasil seminar, koran, karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, internet, majalah brosur dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Alat  pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari beberapa literatur berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi.

Analisis Data.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dianalisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Secara khusus tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). 

Undang-Undang ITE tidak menjelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dengan dari tidak adanya penggunaan proposisi ‘penipuan’ di dalam pasal-pasalnya. Pengaturan tentang larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dikelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) yang cenderung dekat sekali dengan dimensi tindak pidana penipuan dan perlindungan terhadap konsumen.” 

Tindak pidana penipuan erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. Perlindungan yang diberikan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE hanya kepada pihak yang merugi yang memiliki kedudukan sebagai konsumen. Manakala yang mengalami kerugian tidak memiliki kedudukan sebagai konsumen atau berada di luar hubungan produsen dan konsumen, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak dapat dikenakan.

Menurut Hendrik S tidak ada hubungan langsung antara Undang-Undang ITE dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih mengatur kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha dalam langka melindungi hak-hak konsumen. Larangan dan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan yang terkait langsung dengan penipuan. Pasal ini berguna ketika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban “administratif” dan melanggar larangan, sehingga dapat dikenakan ketentuan pidana yang diancam dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
 

Penipuan secara online masuk ke dalam kelompok kejahatan illegal contents tentang penyalahgunaan teknologi informasi. Illegal contens merupakan suatu kejahatan yang memasukkan informasi atau data yang tidak benar ke dalam Internet, selain itu informasi yang disajikan juga tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
 

Penipuan online merujuk pada jenis penipuan dengan menggunakan media internet seperti ruangan chat, pesan elektronik, atau website dalam melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga lain yang ada hubungan tertentu.
 Hal ini mengindikasikan bahwa penipuan online merupakan penipuan yang menggunakan perangkat lunak dan akses internet dalam melakukan tindakannya menipu korban yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Undang-Undang ITE tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara online. Dalam hal ini tidak terdapat proposisi ‘penipuan’ dalam pasal-pasalnya. Ada pengaturan mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Ayat ini meskipun tidak secara spesifik menjelaskan penipuan tetapi sangat kental dengan dimensi dari tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumen.

Dilihat dari pengelompokan dalam pengaturan pasal-pasal di Undang-Undang ITE, Pasal 28 ayat (1) disandingkan dengan ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran konten ujaran kebencian terhadap SARA tertentu, yang jika dilihat dari sifatnya merupakan perlindungan terhadap ketertiban umum. Hal ini besar kemungkinan bahwa dalam ayat (1) juga terkait dengan perlindungan terhadap ketertiban umum, tetapi kejelasan pada hal ini tidak ditemukan didalam naskah akademik pembentukan Undang-Undang ITE, yang menjadikan hasil analisa yang sifatnya hipotetikal, yang mungkin perlu diadakan penelitian tersendiri untuk memecahkannya.

Meskipun demikian, bukan berarti Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak dapat diterapkan ketika yang dirugikan adalah konsumen yang sifatnya individu. Hal ini diakibatkan penerapan pasal dapat digunakan sebagai metode penafsiran yang tidak hanya mengacu pada kehendak pembentuk undang-undang saja, melainkan agar tidak melanggar kaidah-kaidah penafsiran hukum pidana.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang UTE identik dan memiliki beberapa kesamaan dengan tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE. Keterkaitan antara Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dan pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang UTE sejalan juga dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kaitan keduanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang dimaksud konsumen yaitu konsumen akhir sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak diperdagangkan. Hal ini merujuk bahwa pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara (reseller, retailer, pemasok) atau konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE merupakan delik materiil, yang maksudnya bahwa kerugian konsumen dalam transaksi online dapat sebagai akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Tindak pidana penipuan berbasis online tersebut diantaranya dilakukan dengan menggunakan platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, termasuk pula melalui layanan SMS (Short Message Service). Modus yang digunakan pelaku tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway di platform media sosial semakin beraneka ragam bentuknya dan sulit dibedakan dengan tindakan giveaway asli atau sungguhan serta sulit terdeteksi.

Teknologi komputer yang didukung oleh media internet sangat memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan penipuan dalam bentuk yang sangat canggih dan meyakinkan korban dari tindakan penipuan.
 Perlunya pengaturan yang melindungi masyarakat dalam menggunakan media internet dari gangguan yang dapat terjadi dalam internet, termasuk tindakan penipuan. Pengaturan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan dapat dilihat pada Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP tersebut dapat dikenakan atau didakwakan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana. Namun menurut Budi Suhariyanto, Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai penipuan, tidak dapat mengakomodir apabila tindakan tersebut terjadi di dalam internet.

Selain KUHP yang memuat aturan yang terkait dengan penipuan terdapat juga aturan yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber crime yaitu Undang-Undang ITE yang  di dalamnya dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan dunia maya beserta ancaman pidananya.

Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Tindakan penyebaran berita bohong dan penyesatan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal tersebut merupakan pasal yang mengakomodir atau pasal yang menangani tindak penipuan yang dilakukan melalui internet. Hal tersebut tidak lepas dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dan unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 28 ayat (1) Bab VII Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa:”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE mengenai tindak penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet, memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yang dikemukakan oleh Adami Chazawi dan Ardi Ferdian yaitu: 

Kesalahan: dengan sengaja; 

Melawan Hukum: tanpa hak; 

Perbuatan: berita bohong dan menyesatkan; 

Objek: informasi; 

Akibat Konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 

Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait timbulnya kerugian konsumen yang menyatakan, secara hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kata berita bohong dan menyesatkan dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan dengan kata tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana unsur tindak pidana pada Pasal 378 KUHP. Dengan kata lain bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan dari tindak pidana penipuan secara konvensional atau tindak pidana penipuan yang terjadi dalam masyarakat yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak penipuan secara online  menurut Pasal 28 UU ITE adalah :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. 
Terkait unsur ini, perlu dicermati unsur perbuatan dengan sengaja itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dengan menggunakan kata dan artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan meyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakuakan pemidanaan.
Menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 
Unsur ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.
Rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan kalimat menyebarkan berita yang tidak valid/bohong, yang juga sebenarnya terdapat kemiripan dengan ketentuan pada Pasal 390 KUHP, walaupun dengan rumusan yang agak sedikit berbeda bisa disimpulkan bahwa pihak yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum yang berlaku, dengan menyiarkan berita bohong, serta menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak jelas maka akan dipenjara paling lama dua tahun delapan bulan. 

Kalimat menyiarkan kabar bohong dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur secara spesifik. Jika dibandingkan aturan tersebut mempunyai kesamaan yaitu dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Namun, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sesuai dengan adanya unsur-unsur yang sudah terpenuhi dari aturan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP maka pihak penegak hukum dapat menjatuhi pasal berlapis kepada pelaku tindak pidana penipuan yang telah memenuhi syarat-syarat dari kedua pasal tersebut.

Penipuan secara online pada prinsipnya mirip dengan penipuan konvensional dan yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang ITE. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, Pasal 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) U Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penipuan dan kejahatan ITE.

Undang-Undang ITE merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik yang bermuatan negatif, namun tetap saja pengaturan ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu terletak pada perbuatan hukum yang hanya digantungkan pada hubungan transaksi elektronik. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan di internet memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan yang diatur dalam KUHP.
 Penipuan yang dilakukan melalui internet dalam hal ini Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE memiliki ruang lebih sempit daripada tindak penipuan yang diatur dalam KUHP. Hal itu disebabkan unsur yang terkandung dalam tindak pidana penipuan dalam KUHP tidak mencantumkan media atau sarana yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui internet. 

Penipuan yang dilakukan melalui internet dalam hal ini Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE memiliki ruang lebih sempit daripada tindak penipuan yang diatur dalam KUHP. Hal itu disebabkan unsur yang terkandung dalam tindak pidana penipuan dalam KUHP tidak mencantumkan media atau sarana yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui internet. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mencantumkan unsur yang menyebutkan media atau sarana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana melalui internet.

Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE merupakan pasal yang memiliki beberapa persamaan unsur dalam merumuskan suatu perbuatan yang dilarang baik unsur yang objektif maupun unsur yang subjektif. Persamaan yang paling menonjol dalam kedua pasal ini terletak pada perbuatan atau tindakan penyebaran berita bohong atau rangkaian kata bohong dan dapat menyesatkan. Namun, perbedaan yang tidak kalah mencolok yaitu adanya perbedaan media atau sarana di mana perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan harus transaksi elektronik.

Hubungan antara kedua pasal tersebut tidak terlepas dari Pasal 103 KUHP yang berbunyi: ”Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku itu juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Adanya Pasal 103 KUHP memberi arti bahwa Undang-Undang ITE merupakan pengaturan pidana yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Ancaman untuk pelanggaran pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan Undang-Undang ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada kenyataannya penyidik dapat menggunakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidananya penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Hal ini menunjukkan bahwa bila unsur-unsur suatu tindak pidana terpenuhi, maka penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut. 

Berdasarkan hal di atas, maka bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan melalui online hanya dapat dikenakan memakai Pasal 28 ayat (1) j.o Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal 378 KUHP tidak dapat dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan melalui online untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Walaupun dalam Pasal 10 j.o Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara khusus mengatur larangan memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen, hanya saja tidak terdapat pembuktian mengunakan alat bukti elektronik dalam pasal tersebut, dikarenakan terdapatnya beberapa suatu kendala didalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seperti kendala dalam hal pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi dalam KUHAP, dalam pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang dan Pasal 10 j.o Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenal subyek badan hukum namun keterbatasan dalam alat bukti elektronik. 

Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Arisan Dari Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online.

Globalisasi ekonomi dewasa ini berkembang semakin pesat tentunya didalam dunia bisnis, dalamiiperkembangan zaman teknologi dan ilmu pengetahuaniiyang baru. Karena segala sesuatu dirancang agar dapat dilaksanakan dengan cara semudah mungkin, tanpa batasan waktu ataupun tempat. Perkembangan tersebut tentu saja tidak hanya terjadi dalam bidang perdagangan tetapi juga dapat terjadi dalam kegiatan lain. Hal tersebut dirancang dengan maksud dapat mempermudah masyarakat apabila ingin meakses sesuatu misalnya bertransaksi. 

Seiring berjalannya waktu, saat ini perkembangan terjadi dalam sistem regulasi keuangan dalam pelaksanaan arisan, arisan adalah bukan hal yang baru diketahui dan dilaksanakan, arisan itu sendiri merupakan suatu kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian ditarik berdasarkan nomor urut, dapat juga di undi sesuai urutan nomor yang telah ditetapkan. Arisan berkembang mengiringi teknologi yang ada, yaitu arisan berbasis online, tentu seluruh pihak yang tergabung didalamnya menginginkan kemudahan dalam tata cara sistem keuangan dalam pelaksanaanya. Kegiataniiarisan ini dapat dikatakan sebagai kegiatan sosial karena salah satu media untuk saling memberi, saling membantu, juga dapat digunakan untuk ajang silaturahmi dalam bentuk kerukunan antar sesama anggota.

Adanya perkembangan ini tentu juga membawa efek positif maupun negatif, karena anggota arisan biasanya berkomunikasi dan bertemu secara langsung, tetapi kali ini proses arisan tersebut dapat dilakukan melalui bantuan media sosial dan dapat juga disebut arisan online. Anggota arisan online itu sendiri diharapkan dapat memenuhi iuran arisan yang telah disepakati dengan melakukan pembayaran, diantaranya dapat melalui media ATM ataupun E-commerce. E-commerce itu sendiri memiliki arti aktivitas perdagangan melalui media internet. Proses ini tentu saja dapat menimbulkan beberapa dampak yang diperkirakan terjadi terhadap para anggota maupun lingkungannya. Adapun masalah yang terjadi dalam suatu pelaksanaan arisan online adalah penipuan karena kurangnya suatu perjanjian yang ditetapkan oleh pengelola arisan online untuk dapat mempertanggung jawabkan kewajiban anggotan arisan online tersebut.

Perjanjian yang dimaksudkan dalam arisan online ini adalah perjanjianiiyang dianggap memiliki tingkat pembuktian yang kuat, karena dalam arisan online ini masih menggunakan perjanjian atas dasar kepercayaan sesama anggota, atau dapat disebut dengan perjanjian lisan. Perjanjian lisan ini tetap mengikat kedua belah pihak dan dianggap sah oleh hukum, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian ini dibuat tergolong sederhana, berbeda halnya dengan perjanjian tertulis yang umumnya dibuat agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Seiring berjalannya arisan, para pihak arisan online yang seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran yang telah disepakati karena sudah lebih dulu mendapatkan hasil dalam arisan tersebut kemudian tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yang pada saat ini para pihak sepakat untuk melakukan arisan online hanya dengan perjanjian lisan, para anggotanya saling percaya satu sama lain tanpa adanya jaminan, maka pengelola arisan tersebut harus tetap menjaga kelancaran arisan demi kesejahteraan anggotanya. Pengelola arisan online juga diharapkan dapat melakukan pertanggungjawaban terhadap anggota arisan yang memiliki iuran dalam jumlah yang besar, serta memiliki jaminan yang dapat digunakan agar nantinya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan apabila pengelola arisan ataupun anggota tidak melaksanakan pemenuhan kewajibannya.

Maraknya kasus kerugian ataupun penipuan dalam dunia arisan online, kata arisan online itu sendiri sudah tidak asing lagi didengar, karena disamping pelaksanaannya mudah dan dapat diikuti mulai dari usia pelajar hingga ibu rumah tangga sudah banyak yang menjalankannya. Apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan tersebut suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan arisan online tersebut harus dapat dipenuhi oleh pengelola arisan online yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. 

Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian. Perlindungan harus tetap diberikan oleh pengelola atau dapat juga dikatakan perlindungan konsumen, seperti halnya konsumen disini ialah para anggota arisan online yang tergabung pada salah satu kloter arisan, dan didalamnya terdapat pihak yang melakukan wanprestasi. Demi kelancaran berjalannya arisan tersebut, pihak-pihak yang memakai dana pengelola arisan tersebut harus dapat melunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena juga pasti mencantumkan beberapa kesepakatan mengenai tata cara pelunasan. Dengan demikian sangat diperlukan pengelola arisan yang dapat memberikan tanggung jawab penuh apabila terjadi kerugian dalam arisan tersebut.

Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindunganiyang diberikan hukum terkait ganti rugi. Namun untuk mendapatkan keseluruhan ganti rugi tersebut, pihak pengelola menemukan kendala-kendala didalamnya, yakni pengelola arisan online tidak dapat melakukan pembuktian dikarenakan tidak ada jaminan ataupun perjanjian tertulis didalamnya. Pengelola arisan mekhawatirkan apabila banyak anggota arisan yang tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu atau waktu yang telah ditoleransi, pihak pengelola tentu akan semakin banyak menanggung kerugian, dan dalam hal tersebut anggota lain juga akan dirugikan karena dana yang digunakan adalah dana para anggota arisan. Kerugian yg diakibatkan oleh salah satu anggota arisan online tersebut akan sangat merugikan kelancaran dalam pelaksanaan arisan online tersebut. Hal tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pengelola arisan atau pihak yang merasa dirugikan agar tetap mendapatkan ganti rugi .

Saat ini arisan banyak dilakukan secara online dan berbeda dari arisan yang dilakukan secara langsung. Arisan online ini menggunakan teknologi daring berupa smartphone atau komputer dan internet. Arisan online ini muncul karena dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya dengan adanya media sosial seperti facebook, instagram, whastapp, dan lainnya. Arisan online tidak memerlukan pertemuan antara pengelola dan anggotanya secara langsung. Semua transaksi dilakukan secara online. Tidak adanya pertemuan secara langsung diantara pengelola dan peserta memberikan peluang untuk terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi berkaitan dengan arisan online adalah tindak pidana penipuan.

Mekanisme arisan online yang beragam, sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan proses yang cepat. Sehingga masyarakat dengan mudah percaya dan tertarik, hal tersebut mengakibatkan penipuan arisan online marak terjadi. Apalagi dasar perjanjian dari arisan online hanya dilandaskan rasa saling percaya antar anggota dan pengelola atau owner.

Ada beberapa ciri-ciri untuk mengenali tindak pidana penipuan arisan online, yaitu : 

Biasanya pelaku menawarkan jasanya berupa iming-iming imbalan yang bagus dengan promosi yang mewah seperti keuntungan atau bonus yang besar. tujuannya untuk meyakinkan para calon anggota bahwa bergabung dalam arisan tersebut mampu memberikan keuntungan tinggi. 

Dalam sejumlah kasus, arisan online tersebut tidak memiliki lembaga hukum resmi meskipun dana kelolaannya hingga ratusan juta atau miliar. Lembaga hukum resmi berupa Perusahaan Terbuka (PT). Persekutuan Komanditer (CV), firma, yayasan dan sebagainya. Akibatnya, ketika kedok tipuannya terkuak, para korban sulit melacak keberadaan pelaku. 

Memberikan informasi cara kerja yang mudah bagi calon anggota yang ingin ikut bergabung arisan online, misalnya hanya tinggal mengisi nama dan nomor telepon kedapa admin arisan. 

Setelah itu, calon anggota akan diperintahkan untuk mentransfer sejumlah uang yang sudah ditentukan ke rekening pelaku. 

Dengan begitu, orang-orang terutama kalangan wanita atau ibu-ibu akan mudah tergiur dengan tawaran tersebut. 

. Orang yang melakukan tindakan penipuan arisan online, pasti ada bentuk kesengajaan sebagai maksud atau tujuan didalamnya. Hal ini karena dalam tindak pidana penipuan arisan online, orang tersebut terlebih dahulu membuat akun kemudian memikirkan bagaimana cara mendapatkan anggota atau member yang banyak, sehingga membuktikan bahwa dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan online tersebut sudah memiliki niat terlebih dahulu dan sudah direncanakan secara baik.

Tindak pidana penipuan arisan online yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media sosial merupakan salah satu jenis kejahatan yang sedang marak terjadi. Pengguna internet yang begitu luasnya membuka kesepatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan arisan online di media sosial tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor yang akan mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut.
 

Faktor utama terhadap penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan online tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran keuntungan yang besar. Sehingga dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan arisan online tersebut, pelaku semakin merajalela dengan trik-trik yang mereka pakai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus-kasus yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini yaitu tindak pidana penipuan arisan secara online.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan online, sebagai berikut :

Faktor Masyarakat Sendiri 

Saat ini kesadaran hukum masyarakat masih kurang terkait penipuan arisan online. Masyarakat yang sangat tergiur dengan tawaran keuntungan yang besar dan berlipat ganda sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya mejadi korban dalam penipuan arisan online. Maka dari itu faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan online adalah adanya ketidaktahuan masyarakat dengan adanya trik-trik dari pelaku untuk kelancaran dalam melakukan penipuan dan masyarakat seringkali melakukan hal-hal agar dapat memperoleh keuntungan dengan cepat tanpa memikirkan resikonya. Pelaku menawarkan keuntungan yang besar, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya mempunyai peluang menjadi korban dari penipuan arisan online tersebut. 

Faktor Ekonomi 

Kebanyakan para pelaku tindak pidana penipuan arisan online ini adalah orang-orang yang pengangguran. Karena menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan maka pelaku terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan. Bukannya mencari pekerjaan tetapi justru tergiur untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang dengan cepat. Hal itu dibenarkan oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa peningkatan tindak pidana penipuan arisan online dikarenakan tingkat pengangguran yang tinggi di masyarakat, dibuktikan dengan banyaknya pelaku dengan latar belakang pengangguran serta pelaku berasal dari kalangan ekonomi yang rendah. Salah satu kejahatan yang cenderung mudah dilakukan seperti melakukan penipuan berkedok arisan online hal itu juga terjadi karena semakin banyaknya pengguna sosial media dan penipuan arisan melalui online mudah diakses dan sulit untuk dilacak. 

Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan ini sangat memberikan pengaruh pada pelaku. Pentingnya lingkungan sekitar dalam membentuk kepribadian yang baik juga salah satu faktor penentu adanya suatu tindak pidana penipuan arisan online. Pelaku yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan akhirnya mulai belajar dari orang yang telah melakukan penipuan arisan online. Seseorang yang melakukan kejahatan cenderung diakibatkan oleh kondisi lingkungan sosialnya, dimana pelaku telah belajar atau mendapat pelajaran dari lingkungannya bahwa tingkah laku kriminal atau perbuatan tersebut dapat dengan cepat menguntungkan diri sendiri daripada perbuatan yang taat akan hukum. Selain itu, faktor lingkungan yang mendukung terkait adanya penipuan arisan online adalah keinginan hidup hedonnisme dimana penghasilan tidak mencukupi membuat masyarakat nekat untuk melakukan penipuan arisan online. 

Faktor Sosial dan Budaya 

Kemajuan Teknologi Infromasi 

Kemajuan teknologi telah berkembang dengan pesat. Saat ini teknologi dan informasi menjadi peranan penting dalam kehidupan masyarakat, semua kegiatan sehari-hari menjadi lebih mudah dengan menggunakan internet dan media online. Dari aktifitas tersebut, para pelaku kejahatan akhirnya mempunyai ide dan peluang untuk melakukan kejahatan penipuan arisan melalui online. 

Peran Manusia 

Peran manusia memiliki peran yang penting sebagai orang yang mengendalikan transaksi tersebut. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia sebagai pengontrol atau pengendali transaksi arisan online tersebut. Salah satu pihak yang paling berperan penting yaitu owner arisan. Owner arisan adalah pihak yang dipilih oleh peserta arisan dan sudah disepakati oleh seluruh anggota yang gunanya untuk mengurus pelaksanaan arisan dalam sebuah perjanjian atau dengan kata lain owner arisan adalah pengurus dalam arisan itu. Pihak lainnya yaitu peserta arisan, peserta arisan merupakan seluruh anggota yang telah sepakat dan terikat dengan perjanjian untuk mengadakan arisan online. 
Munculnya Fenomena Komunitas Baru.
Dengan adanya teknologi sebagai salah satu saran elektronik untuk mencapai tujuan, diantaranya internet merupakan salah satu media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak dekat maupun dalam jarak jauh. Dengan demikian maka secara sosiologis, terbentuklah suatu komunitas baru yang ada dalam dunia maya yang mana hal ini dapat mempertemukan seseorang dengan orang lain. 

Faktor Intelektual 

Intelektual berarti kemampuan seseorang untuk berfikir melakukan suatu hal untuk dapat beraktivitas. Faktor intelektual ini dilatarbelakangi karena dalam hal kemampuan yang orang miliki terlebih dahulu sebagai orang yang pernah melakukan cyber crime lainnya, yang kemudian mengajarkan atau menularkan kemampuan kepada orang lain yang berada disekitarnya atau memiliki keadaaan yang sama dengannya. 

Faktor Keamanan 

Kurangnya sistem keamanan dari internet membuat siapa pun bebas berekspresi di dunia maya tanpa memerlukan batasan hingga mendorong pertumbuhan kejahatan. Pelaku kejahatan yang menggunakan internet tentunya akan merasa aman saat akan melakukan penipuan, hal ini disebabkan karena media yang digunakan merupakan suatu media internet yang semua orang bisa menggunakannya atau menjalankannya dimana saja
Menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan arisan online, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penaggulangan yaitu sebagai berikut : 

Penegakan hukum melalui upaya pencegahan (preventif) 

Upaya pertama yang dilakukan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online yaitu tindakan preventif. Pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu secara sistematis, terencana dan terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan arisan online.

Upaya preventif dilakukan dengan cara : 

Menghimbau masyarakat melalui media sosial 

Langkah awal sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan arisan online adalah dengan menyampaikan peringata, humbauan dan larangan agar tidak melakukan penipuan arisan online yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi yang disampaikan diberbagi media sosial. 

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat 

Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penipuan arisan online kepada masyarakat. Kepolisian gencar dalam melakukan upaya pencegahan penipuan dengan penyuluhan, hal tersebut maka pemberian informasi kepada masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum, dan masyarakat awam yang tidak megetahui modus yang digunakan pelaku penipuan arisan online. 

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu pihak kepolisian perlu menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan semakin meningkat. 

Penegakan hukum melalui upaya penindakan (refresif) 

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. 

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku  Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online
Pelaku tindak pidana penipuan arisan online, maka harus diberikan sanki atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan  hukum terhadap pelakunya. Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa diteggakan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

Penerapan hukum pidana (Criminal law apllication).
Pencegahan tanpa pidana (Pervention without punishment).

Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. 

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide individualisasi pidana dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut : 

Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal). 

Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas tiada pidana tanpa kesalahan)

Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya. 

Penegakan hukum pidana merupakan suatusstem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi prilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Aspek penegakan hukum Pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau  substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

Faktor hukumnya sendiri.

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang mebentuk maupun menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga  pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).

Suatu hak sebenarnya merupakan  wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

Peranan yang ideal (ideal role).

Peranan yang seharusnya (expected role).
Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role).
Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.

Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umunya dan korban pada khususnya.

Penegakan hukum pidana saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (law enforcement) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi. Dalam era tersebut sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Selain itu pola interaksi dan perkembangan kehidupan di masyarakat saat ini berkembang atau berubah dengan sangat cepat yang diikuti dengan teknologi yang juga berkembang dengan cepat sehingga hukum yang ada diharapkan juga dapat mengikuti perkembangan yang ada dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua masyarakat. Dapat dipahami juga bahwa tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan nyatanya mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional.

Memberikan kepastian hukum dan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus arisan online maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang ITE dan sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (lex spesialis derogat lex generale), Undang-Undang ITE dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Selain itu, Undang-Undang ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai ius constituendum yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan secara online sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat yang melakukan transaksi online. Masyarakat atau konsumen yang melakukan transaksi dan mengalami penipuan dapat menimbulkan kerugian secara materiil dan menguntungkan pihak yang melakukan kejahatan. Penipuan secara online masuk ke dalam kelompok kejahatan illegal contents tentang penyalahgunaan teknologi informasi. Illegal contens merupakan suatu kejahatan yang memasukkan informasi atau data yang tidak benar ke dalam Internet, selain itu informasi yang disajikan juga tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan UU ITE saat ini juga dirasakan tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Namun demikian, terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur di dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE”.

Secara konseptual, KUHP telah mengakomodir tindak pidana penipuan itu dalam Pasal 378 dan juga diatur dalam dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (3), Undang-Undang ITE  yang intinya pasal-pasal tersebut mengatur mengenai serangkaian tindak pidana penipuan siber dan/atau yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu adapun aturan hukum yang dapat menjerat pelaku bukan hanya sebatas tindakan penipuannya saja, namun dapat juga mencakup aturan lainnya apabila penipuannya tersebut dilakukan dengan cara mengaku-ngaku sebagai orang lain dan nama lain, seperti Pasal 310 KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan. Kemudian pada praktiknya ada pula digunakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Adapun Pasal 88 KUHP yang mengatur tentang perbuatan permufakatan jahat, yang mana pada contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa para pelaku telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan berbasis online. Bahkan ada pun digunakan Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan z Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penipuan online merujuk pada jenis penipuan dengan menggunakan media internet seperti ruangan chat, pesan elektronik, atau website dalam melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga lain yang ada hubungan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa penipuan online merupakan penipuan yang menggunakan perangkat lunak dan akses internet dalam melakukan tindakannya menipu korban yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, dua diantaranya ialah faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum itu sendiri. Kedua hal tersebut dapat menjadi hal yang menentukan berjalan atau tidaknya penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus arisan online di platform media sosial. Sebab meskipun KUHP dan Undang-Undang ITE telah memberikan aturan beserta sanksi yang sedemikian rupa telah melarang perbuatan dan/atau serangkaian tindakan penipuan tersebut, pada kenyataannya pelaku dapat melakukan aksinya dengan sangat mudah dan menimbulkan hambatan bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana tersebut. 

Upaya penegakan hukum serta upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus arisan online di  aplikasi instagram yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dirasa masih kurang efektif dan kurang optimal sehingga dari sisi kebijakan kriminal dan/atau politik hukum pidana, dirasa perlu adanya suatu perubahan agar upaya penegakan hukum dan juga penanggulangan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus arisan online di aplikasi instagram, dapat dilakukan dengan lebih efektif sehingga dapat sesuai dengan hukum yang berlaku dan harapan masyarakat. 

Pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana  arisan online dihubungkan dengan penegakan hukum, bahwa dengan terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan, maka diberlakukannya sanksi pidana dimana perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Pemidanaan ialah bertujuan untuk mencegah timbulnya tindak pidana yang sama dengan menegakkan hukum yang berlaku maka harus diterapkan dengan baik dan jelas. Pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana jika telah memenuhi syarat yakni pelaku telah melakukan tindak pidana, pelaku telah cakap hukum atau dewasa menurut undang-undang dan dapat dimintai pertanggungjawaban dan mampu bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan serta pembuktian yang dibutuhkan setelah terpenuhinya seluruh unsur dari kesalahan pelaku maka dibutuhkan adanya barang bukti untuk menguatkan bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan maka diperlukan minimal dua alat bukti sebagai alat untuk meyakinkan hakim terhadap kasus dari tindak pidana yang sedang ditangani dan dalam memutuskan suatu pidana perbuatan yang dipertanggungjawabkan seseorang harus terdapat sifat yang melawan hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada pembahasan di atas terkait tindak pidana penipuan online dengan modus giveaway di aplikasi Instagram, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pengaturan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1)   dan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sebagai Undang-undang yang bersifat khusus, Undang-Undang ITE menjadi pedoman dan dasar hukum bagi anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitas di dunia online. Undang-Undang ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk memudahkan penyelesaian suatu perkara terkait dengan penipuan arisan online. 

Perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat melalui pelaporan ke pihak berwenang, seperti kepolisian, dan menggunakan jalur perdata untuk menuntut ganti rugi. Pelaku arisan online yang tidak memenuhi janji dapat dikenakan sanksi pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan/atau penipuan (Pasal 378 KUHP), serta ketentuan dalam Undang-Undang ITE karena menggunakan media elektronik. Korban berhak mendapatkan pemulihan kerugian melalui restitusi atau kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.
Penegakan hukum terhadap pelaku  tindak pidana penipuan dengan modus arisan online diancam  dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu  dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan Undang-Undang ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran yakni sebagai berikut:
Kepada masyarakat khususnya pihak korban, agar bisa bekerjasama dan bersinergi dengan penegak hukum apabila mengetahui atau menjadi korban penipuan arisan online segera untuk dilaporkan kepihak dengan mengikuti prosedurnya, dan hendaknya lebih waspada dan berhati-hati untuk melakukan transaksi online.

Kepada penegak hukum supaya diberikan himbauan dan mengenai masalah transaksi online termasuk kepada masyarakat yang masih awam atau gagap teknologi atau pada anak-anak usia remaja yang masih terbilang labil dalam melakukan transaksi elektronik agar semua masyarakat dapat teredukasi serta dapat mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Karena masih terbatas adanya sarana dan prasana untuk melakukan penyidikan yang dimiliki oleh kepolisian disebabkan kasus ini membutuhkan tim dan alat-alat dibidang cyber hal ini harusnya dijadikan perhatian untuk meningkatkan sarana, fasilitas, dan kinerja kepolisian guna pemberantasan kejahatan.

. 

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian.. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Media Nusa Creative, Malang,2015.
Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.

Andi Hamzah. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Arief Sidharta,  Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori   Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Aswan, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Guepedia, Jakarta 2019.

Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Undip, Semarang, 2018.
Budi Suhariyanto. Tindak Pidana Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya. Rajawali Pers, Jakarta, 2023.
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media Group, Jakarta, 2018

C.S.T. Kansil,  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2018.

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Ismu Gunadi, Hukum Pidana.  Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2022.

Kartini Kartono, Patalogi Sosial Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Lily Rasyidi, Filsafat Hukum, Remadja Karya, Bandung, 2008
Mahrus Ali,  Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Maskun dan Wiwik Meilararti, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet. Keni Media, Bandung, 2017.
M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Politic. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015

Moeljatno,  Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. Jakarta, 2018.

Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
Resa Raditio, Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Ghalia Indonesia, Jakarta,  2014.

Shanti Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, 2018.
Sigid Suseno, Yuridiksi Tindak Pidana Siber. Refika Aditama Bandung, 2022.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

----------; Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2018.

Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, Kamus Bahasa Indonesia, Mekar, Surabaya, 2023
Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press, Malang, 2011.

Jurnal

Alfando Mario Rumampuk, “Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia”, Lex Crimen Vol. IV No. 3, (2021).

Anton Hendrik S, “Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring." Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah MadaVol. 31 No.1 (2019).

Brigita Shinta Bethari, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online”,  Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 04, No.1 Thn 2021.
Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini, “Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Yang Berbasis Online”, Jurnal Hukum, Vol.1 No.1 Thn 2020.
Diana Lukitasari Priskila, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Jurnal Recidive, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018.
Hendrik Fasco Siregar, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Geopark Nasional  Ciletuh Sebagai Kawasan Geowisata Di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat,  Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 10 Nomor 1 Maret 2019.

Ira Dwi Mukarromah, “Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 KUHP”, Jurnal  Dinamika, Volume 27 Nomor 1 Thn 2021.
Melisa Monica Sumenge,’ Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online’, Lex Crimen Vol. II No. 4, 2023.

Noor Rahmad “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2 Nomor 3 Desember 2019.

Priskila Askahlia Sanggo, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, Nomor 2, Mei-Agustus 2018.

Putri Prameswari Sudin, “Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan”, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS),  Vol 5, No. 1, Agustus 2022.

Sagung Erin, “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Thaun 2016”, Jurnal Konsturksi Hukum. Vol.2 No. 2 Thn 2021.

Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”,  Jurnal De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2024.
Internet

Jimmly Asshadique, “Penegakan Hukum”, diunduh melalui http://jimly.com./ makalah/namafile, diakses Selasa, 12 September 2025 Pukul 21.00 Wib.

Tifany, “Penegakan Hukum dan Reformasi Sistem Peradilan”, melalui https://www. undation.org, diakses Selasa, 12 September 2025 Pukul 09.00 Wib.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[image: image5.jpg]UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : 181/0IKT1/Kep/2002

Kempes Mo desyo Thali i - 3. Gara 1 Ho. 52 Ko S Yosus K- 5. B

i SpinJ. G Mo, 52 Wk, g il 3, Mcan orbaungaa Uosa Sk Mand i K Pagae Morkas Labuk Pk
Telp. 061) 7867024 Medon 20147 Nome Page - hitp/fusw e, ac.d Emsil ifo@naw.ac

FORM. FU. 4
e
PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN
Nomor : 55 /PAN/UMNAW/J 15720 26
Setelah mempelajari kelengkapan berkas Saudara :
1. Nama :Novi Handayani
2. Tempat, tanggal Lahir : Medan, 26 November 1981
3. NPM - 23514224 4
4. Juusaw/ProgStudi  : Ilmu Hukum
5. Agama Islam
Dinyatakan dapat mengikuti ujian pada :
ko
w
Hariftanggal Coply  F Maret
Jam :ptp sdselesai
Dosen Penguji 1 . i
. 2. Dr. Halimatul Maryani, S.H., M.H
3.Dr. Syahrul Bakti Harahap, S.H., M.H
Dosen Saksi / Pencatat  : Ketua Program Studi.
Demikian persetujuan ini diberikan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
Medan, -
Sekretaris / Dekan
el
Dr. Halimatul Maryani, S.H., M.H.

NIDN. 0120087804

Rangkap 2





[image: image6.jpg]UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTi/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTI/Kep/2002
3 B o,
Dusa Subn Mo i Ko Pogan erbos, Lkl Pokm

FORM. FU. 5

UNDANGAN
Nomor : 55 /PAN/UMNAW/U.15/20 2%

Kepada Yth.
Bapak/lbu
Dosen Penguji

Di,
Tempat.

Assalamualaikum Wr.Wb.
Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Tbu untuk menguji mahasiswa :

Nama Novi Hendayani

‘Tempat, tanggal Lahir Medan, 26 November 1981
NPM : 235114224

Jurusan/Prog Studi : Ilmu Hukum

Agama : Islam

Yang Insya Allah, akan diselenggarakan pada

o
Hari / Tanggal Jdbby Motk 20
Jam & % efesa’
Judu Skripsi ©

Aspek Hukum Tindak Pidena Penipusn Arisan Online Dalam Perspektif

Undang - Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik ‘

Medan, ... S - I
Sekretaris / Dekan

el
oz,

Dr—F. Anwar Sadat, S.A i r. Halimatul Maryani, S.H., M.H.
NIDN. 0107107101 NIDN. 0120087804

Tembusan

1. Rektor 5. Ketua Program Studi

2. Wakil Rektor 1 6. Ka BAU

3. Wakil Rektor 1T 7.Ka. BAA

4. Wakil Rektor 11T ®. TU Fakultas

Ranghap 2





[image: image7.jpg]UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTI/Kep/2002

Kompus Mrammad Arsyad Thali obis - J. Garu I o. 3, Kamgus Mokamrad Yonus Kaim - J. G 1 o, 02,
Kompus Asdarvahman S - 1. G | No. 52 Medan, Kampus i : 1. Mdan Porboungan Uesa Sk Mandi il . Pagar Merbau ubuk Pakam
Telp. (061) 7867044 Miedan 20147 Home Page : htp://www.urnaw.ac.id Emal : info@mnaw.ac.d

FORM.FU. 9

BERITA ACARA UJL
Nomor :135 /PAN/UMNAW/A.IL20 ...

Pada hari ini Sabh tanggal «h&%; bulan  Mafel tabun e
bertempat di ruang yudisium Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, panitia ujian sarjana
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah setelah :

Membaca -dsb.
Mendengarkan - dsb.
Memperhatikan - dsb.
Menimbang - dsb.
Memutuskan bahwa, Saudara :
Nama :Novi Handayani
‘Tempat, tanggal Lahir :Medan, 26 November 1981
NPM 235114224
Fakultas : Hukum
Jurusan/Prog Studi : Ilmu Hukum

Dinyatakan : LULUS / TIDAK LULUS

Dengan skor / itsi 20795/ 34 7L A Dan yudisium =gt Mt
Penguji :
1. 77 Reni-Novida <+, MAFT, Dosen Saksi / Pencatat

2. Dr. Helimatul Maryani, S.H., M.H .32

3. Dr. Syahrul Bakti Harahap, S.H., u.ﬂ..g,
Dr/Gyahrul ‘Bakti Harahap, S.H., M.

Ketua Program Studi
tua / An. Rektor Medan, O2/0.3.. 2024
‘Wakil Rektor I Sekretaris / Dekan
Prof. Dr. H./Anwar Sadat, S.Ag., M.Hum Dr. Halimatul Maryani, S.H., M.H.
NIDN. 0107107101 NIDN. 0120087804

Rangkap 3




� C.T.S Kansil.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h. 346


� Kartini Kartono, Patalogi Sosial Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 27.


� Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012,  halaman 31


� Ibid halaman 32.


� Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 263.


� Ibid., h. 259.


�Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2018, h. 71.


� Hendrik Fasco Siregar, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Geopark Nasional  Ciletuh Sebagai Kawasan Geowisata Di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat,  Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 10 Nomor 1 Maret 2019, h.19.


� Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Ghalia Indonesia, Jakarta,  2014, h.3.


�Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h.14.


� Salim HS, Op.Cit., h. 266.


� Lily Rasyidi, Filsafat Hukum, Remadja Karya, Bandung, 2008, h. 228


� Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, h. 73.


� Ibid., h. 74


�Arief Sidharta,  Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori   Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 159


�Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press, Malang, 2011, h.14.


�C.S.T. Kansil,  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2016, h.  264.


�Moeljatno,  Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. Jakarta, 2018, h.8.


�Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 2.


� Ibid, h. 3.


� Ismu Gunadi, Hukum Pidana.  Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, h. 8.


� Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 57.


� M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Politic. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015, h. 9.


� Ibid., h.n 8.


� Mahrus Ali,  Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.98.


� Moeljatno. Op.Cit., h.59.


� M. Hamdan. Op.Cit., h. 10.


� Mahrus Ali. Op.Cit, h.155.


� Ibid., h.156.


� Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 68.


� Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, h.59  


� Alfando Mario Rumampuk, “Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia”, Lex Crimen Vol. IV No. 3, (2021),h..31-33.  


� Melisa Monica Sumenge,’ Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online’, Lex Crimen Vol. II No. 4, 2023, h. 107  


� Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, Kamus Bahasa Indonesia, Mekar, Surabaya, 2023, h.36.


� Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, h.10.


� Ibid, h.36.


	� Anton Hendrik S, “Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring." Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah MadaVol. 31 No.1 (2019), h.67.


	� Ibid, h.68.


	� Noor Rahmad “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2 Nomor 3 Desember 2019, h.106.


	� Sigid Suseno, Yuridiksi Tindak Pidana Siber. Refika Aditama Bandung, 2022, h.172


� Maskun dan Wiwik Meilararti, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet. Keni Media, Bandung, 2017, h.44.


	� Sigid Suseno, Op.Cit,  h.171.


	� Ibid, h.172.


	� Anton Hendrik S, Op.Cit, h.68


	� Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012, h.192.


	� Putri Prameswari Sudin, “Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan”, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS),  Vol 5, No. 1, Agustus 2022, h.25. 


	� Budi Suhariyanto. Tindak Pidana Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya. Rajawali Pers, Jakarta, 2023,  h. 60.  


	� Ibid, h.61.


	� Adami Chazawi dan Ardi Ferdian.. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Media Nusa Creative, Malang,2015, h. 128  


	�Aswan, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Guepedia, Jakarta 2019, h.34.


	�Ibid, h.36


	� Budi Suhariyanto. Op. Cit,  h.125.  


	�Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.110.  


	�Resa Raditio, Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h.45.


	� Josua Sitompul, Op.Cit, h.192


� Diana Lukitasari Priskila, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Jurnal Recidive, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018, h.9.


� Ibid, h.9.


� Ira Dwi Mukarromah, “Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 KUHP”, Jurnal  Dinamika, Volume 27 Nomor 1 Thn 2021, h.410.


�Sagung Erin, “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Thaun 2016”, Jurnal Konsturksi Hukum. Vol.2 No. 2 Thn 2021, h.82.


� Ibid, h.83


� Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini, “Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Yang Berbasis Online”, Jurnal Hukum, Vol.1 No.1 Thn 2020, h.18.


� Ibid, h.19.


� Priskila Askahlia Sanggo, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, Nomor 2, Mei-Agustus 2018, h.227  


�Brigita Shinta Bethari, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online”,  Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 04, No.1 Thn 2021, h.83.


� Ibid, h.84.


� Ibid, h.85


� Ira Dwi Mukarromah, Op.Cit, h.411.


� Ibid, h.70.


� Tifany, “Penegakan Hukum dan Reformasi Sistem Peradilan”, melalui https://www. undation.org, diakses Selasa, 12 September 2025 Pukul 09.00 Wib.


� Ibid.


	� Shanti Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, 2018, h. 32  


	� Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Undip, Semarang, 2018, h. 42  


	� Ibid, h.43.


	�Jimmly Asshadique, “Penegakan Hukum”, diunduh melalui http://jimly.com./ makalah/namafile, diakses Selasa, 12 September 2025 Pukul 21.00 Wib.  


� Soerjono Soekanto,  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.7.


� Ibid. h. 8.


� Ibid. h. 7.


�Ibid. h.20.


	� Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”,  Jurnal De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2024, h.38.


	� Ibid, h.39.


	� Sigid Suseno,. Yuridiksi Tindak Pidana Siber. Refika Aditama, Bandung,  2012, h.172


	� Maskun dan Wiwik Meilararti, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Keni Media, Bandung, 2017, h.18


	� Ibid, h.44.


	� Ibid,  h.46.  






